BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelengparaan pemerintahan merupakan
konsekuensi logis dan perkembangan teknologi informasi dan funtutan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang cepat, m, dan akuntabel (Renonda and
Rosidin  2025). Pemenntsh dituntol untuk  tidak lagi mengandalkan sistem
pelayanen konvensional veng bersifat manual dm. Birokratis, melainkan
mengawn tﬂl hluh bﬁﬁﬂﬁ clektronik yang nunq:u meningkatkan
efisiensi serln Lunliht]mu “Dalam konteks mﬂ L‘du_;a.kan Sistem
w:u Berbasis Elekironik (SPBE) MM hmﬁm utama  dalam
mendorong reformasi birokrast berbasis digital sebagnimana diatur dalam Peraturan
Prﬂnﬂ. ﬂmr 95 Tahun 2018. Kehljaknn ini mene‘ﬂn hhm .imi.rm
informasi ﬂlh proses tata kelola pemerintahan dan pelayanan puhl]k f‘ﬁqwa.n et
al, 202y,

Selain pentingnya transformasi digital dan evaluasi kemotangan layanan,
data nasicnal menunjukkan bahwa pencapaian implementasi SPBE di' Indonesia
]ugnwmmhnmm bertahap. tetapi masih menghadapi
tantangan yang nyata dalam pemeratian capaian pad fingkaf pemerintahan dacrah
i Bahagia et al. 2025). Hasil ln:lh SPBE Nasional y‘nﬂ: dipublikasikan oleh

Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa pada tphm 2024, indeks nasional
mencapai 3,12 pada skala § dengan predikat “Baik”, dan telah melampaui target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPIMN) 2020-2024 yaitu
2.60. Hal mi menunjukkan keberhasilan implementasi SPBE secara nasional,
meskipun masih perlu perbaikan lanjut teratama pada integrasi dan keberlanjutan
layanan publik digital (Antara News, 31 Des, 2024,)

SPBE tidak sekadar memindahkan proses manual ke dalam bentuk digital

{digitizarion), telapi mencakup transformasi menyeluruh pada aspek proses bisnis,



integrasi sistem, manajemen layanan, serta pengukuran kinena berbasis teknologi
{Chotrunnisa et al. 2023). Evaluasi SPBE secara nasional kemudian diperkuat
melalul indikator penilaian vang distur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor
50 Tahun 2020, yang membagi penilaian ke dalam beberapa domain, salah satunya
adalah Domain Layanan SPBE. Domain ini menitikberatkan pada kualitas
integrasi, dan kematangan layanan publik berbasis elektronik yang diberikan
kepada masyarakat IPrma.ma et al. 20253

Secars eqpiin DEbagait e
govemnment di Indonesia telah memberikan :lnmp.nk positif terhadap efisiensi
birokrasi, peningkatan fransparansi, serts kemudahan akses Iu"umgmblﬂc {Saputra
at ﬂ]_, 2024). Dlgllﬂiﬂiﬂ l’tynmn administrasi k epend

pﬁhjm sosial terbukti mampu memangkas wnklu Mmmngl biaya
Izw mramkat {Suhyadi 2023). Namun demikian. wﬂrh@mmaﬂ
layanan digital tidak hanya diukur dari ketersediaan aplikasi atun sistem daring
smm layanan publik yang secara teknis telah tersedia secara online,
ﬂhp:mmmnyn terintegrasi, belum memiliki mekanisme evaluasi berbasis
hlﬁl]ﬁ -ﬁg belum diketola secarn berkelanutan | Choirunniss et al. 2023).. Kondisi
ini menumjukkan adanya kesenjangan antars ketersediaan jeknologi dan tingkat
kematangon tata kelola layvanan digital.

w hﬂm juga relevan dalam w pemnerintah daerah.

Kopanewon: m mhq;u hqjm. dan pamw:hmh ;hiﬂh telah menginisiasi

layanan administrast kependudukan berbasis digital melalui SIPAKDE. K chadiran

SIPAKDE merupakan bentuk komitmen pemerimtah daerah dalam mendukung
implementasi SPBE dan mm aksesibilitas layanan kepada masyarakat
{Al - Muttagin and Nugroho 2025). Melalui sistem informasi ini, masyarakat
diharapkan dapat mengakses layanan administrasi secara lebih modah, cepat. dan
efisien lanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan (Mochdar Amin 2022},

bahwa implementasi e-

Meskipun demikian, keberadaan aplikasi digital belum secara otomatis
menjamm  kualitas tata kelola layanan yang optimal. Layanan yang telah
terdigitalisasi masih periu dinilai dari aspek integrasi sistem. standar operasional

(%]



prosedur, pengelolaan risiko, menitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja,
serta mekanisme perbaikan berkelanjutan (Suprivanto 2006). Tanpa adanya
evaluasi yang sistematis, layanan digital berisiko berhenti pada tahap administratif
dan belum berkembang menuju tata kelola yang terkelola dan terukur,

Oleh karena itu, evaluasi tingkat kematangan menjadi wrgensi dalam
penelitian ini. Pengukuran tingkal kematangan (maturity level) memungkinkan
peneliti untuk mengetshui pﬂ‘SISI pdkmhu@lda\randn dalam suatu tahapan
tertentu, mengldaﬂiﬂimi kesenjangan m ﬂl.m vang ditetapkan, serta
merumuskan’ strotegi peningkstan yang berbasis pada kondisi akiual. Evaluasi
kematagan juga memberikan gamharan objektif mengenal sejaulimana layanan
telah memenuhi prinsip infegmsi, efektivitas, dan keberlanjulin sebagaimana
diamanatkan dalam kebijakan SPBE nasional (Assiro] 2012).

Bﬁn konteks akademik, knjian mengenai tingkat w layanan
SPRE di tingkat pemenntah daerah masih relatif terbatas, khusmppﬂlhta]
kapaneveon atau kecamatan, Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada
tingkal pemeriniah pusal st ksbupastenkots secam umum. Padahal. unit
pdqm;n di tingkat lokal merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung
Mmmﬂs&mkat Dengan demikian, terdapat nnumhwdﬂmnkm evaluasi
kematangan layanan SPBE pada level operasional pemerintahan d:serah.

Penelition ini W'.-.hmngka E-Govermmient Maturine Model
(EGMM) sebagai alat analisis untuk mengukur tingkat kematangan layanan
SIPAKDE. Pemilihan ECGMM  didssorkan  pada Kemampuannya  dalam
mengklasifikasikan perkembangan fayanan digital ke dolam tahapan bertingkat
{Level | hingga Level 3}, mular dari tahn.p'ﬁﬁ;}:iﬁ' hingga tahap terintegrasi dan
terkelola secara optimal. Model ini memberikan pendekatan sistematis dalam

menilail aspek ketersediaan layanan, integrasi antar sistem, pengelolaan layanan,
serta mekanisme evaluasi don perbaikan berkelanjutan (Eddy 2021)

Penggunaan EGMM juga relevan karena selaras dengan indikator evaluasi
SPBE nasional. sehinggn hesil penelition dapat dibandingkan dengon  standar
kebijakan wyang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelition tidak hanya



mendeskripsikan kondisi layvanan secara noratif, tetapi juga mengukur tingkat
kematangunnyva secara lerstruktur dan terukur. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa implementasi SPBE tidak berhenti pada aspek formalitas kebijakan,
melainkan benar-benar mencapai tata kelola layanan yong efektif dan berorientasi
pada kualitas.

Urgensi penelitinn ini semakin_kust mengingat transformasi digital
merupakan proses berkelanjutan ymmmnﬂutan evaluasi periodik. Tanpa
evaluasi tingkat hmgmu mm ]:Iﬁ'meusl mengalami stagnasi
digital. di mana layanan telsh tersedia secarn clektronik tetapi belum berkembang
menuju integrasi lmm pengelolaan berbasis data f’-‘i‘mm“ly Evaluasi
Mﬂ menjadi W strategis untuk_'lml: bahwa imvestasi
Wpﬂg dilakukan pemerintah daerah memberikan ma}?ﬂtﬂ terhadap

ngkatan kualitas pelayanan publik.
ﬂm demikian, penelitian ini dilakokan untuk mmtmgka!
kemtangan Doain Layanan SPBE pada SIPAKDE di Kapanewon Depok
‘mengrunakan kerunoka EGMM. Hasil penelition dihampkan dapat memberikan
gambaran objekfif mengenai posisi kematangan layanian, mengidentifikasi faktor-
faktor vang memengaruhi pencapaion level kematongan, serts merumuskan
rekomendas: strategis untuk peningkatan kualitas ilymn d@ﬂl Secara praktis,
n-ﬂﬂ'm ilﬁ w =m'fh{'femﬂsi b@#ﬂﬂhlﬂh ﬁq?emh dalam

nwnmhnmh m integrasi sistemn, pmngjuﬂnn evaluasi berbasis
kinerja, serta p angan tata kelola layanan j'mh' berkelanjutan, Secam

akademis, penelitian ini. berkoniribusi dalam mﬂﬁ‘ﬁ'k.uyu kajian mengenai
evaluasi kematangan meﬂfﬁﬂpﬁh fevel pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:

t. Bagaimana tingkat kematangan Domain Layanan SPBE pada SIPAKDE di
Kapanewon Depok berdasarkan keranghka EGMM?



2, Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian tingkat kematangan
layanan SIPAKDE?

1.3 Batasan Maszalah

Agar penelitian ini dapat fokus dan memberikan hasil yang tajam sesuai
dengan tujuan utamanya, berikut adalah batasan-batasan vang diterapkan:

I. Lokasi Penelitian: Penelitian |m_m;lﬁhkkm pada unit kerja Kapanewon
Depok dan tidak melibatkan Kapanewon atwu Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) fain di lingkungan Pemenintah Kabupaten Sleman.

L4 mﬂl& Penelitian: m utnma  yang dﬂu M hanya pada
wlmmtul T . SIPAKDE mbﬂgﬂ
administrasi kepuh!uduknn di Kapanewon Depok.

3. Domain Evaluasi: Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE hanya berfokus
pada Domain Layanan SPBE, dan tidak mencakup domain lain dalam

‘Model Tingkat Kematangan SPBE (seperti Domain Kebijakan Internal,
Domain Tata Kelola, atau Domiain Manajemen SPBE).

4 Ma Acuan: Kerangka acuan {mod:ﬂm &guﬂhﬂ untuk
pengukuran kemnatangan adalah Model Tin_n_.kxtﬁﬁ‘lﬁﬂ#un E:ﬁu'wmment
(EGMM) sebagaimana diatus dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59
mﬂm

: unakin pendekatan kualitatif
dﬂkﬂp‘tlf dan tldak men_ggunﬂk:m mﬂ!nhhmﬂﬁ

6. Data Kinerja Teknis: Data kinerja teknis dari PageSpeed fnsights (PSI)
hanya digunakan sebagai latar belakanp/pemantik masalah dan tidak
menjadi variabel utama yang dianalisis secarn mendalam. Variabel utama
vang diteliti adalah kendisi implementasi domain layvanan berdasarkan
indikator EGMNL

1.4 Tujuan Penelitian

a. Menganalisis tingkat kematangan Domain Layanan SPBE pada



SIPAKDE di Kapanewon Depok menggunakan kerangka EGMM.
b. Mengidentifikasi faktor-fakior yang memengaruhi pencapaian

1.5 Manfaat Penelitian

Bab ini menyajikan kerangka awal penelitian. Di dalamnya dibahas secara
mendalam mengenai latar belakang yang menjelaskan urgensi dan
kesenjangan sntara kondisi ideal SPBE dengan realitas implementasi
SIPAKDE. Bab ini jupa memuat rumusan masalah sebagai pertanyaan
spesifik yang akan dijawab, batasan masalah yang membatasi cakupan
penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat



.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang relevan dengen topik
penelitian. Di dalamnya dibahas tinjavan pustaka mengenai konsep dasar E-
Government dan Sistem Pemenntahan Berbasiz Elektronik { SPBE). definisi
dan aspek layanan publik digital. serta teon mengenal kualitas pelayvanan.
Bagian inti dari bab ini adalsh pepjelasan detail mengenai Model Tingkat
Kematangan E-Government (EGMM) PERMEN PAN.RB Nomor 59
Tahun 2020, temasuk indikator dan level kematangan yang digunakan

BAB 1l METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam

pw,ulma.u._ Isi bab ini mencakup tnjauan  omum om penelitian

(Kapancwon Depok). pendekatun dan  desain penelition (kualitatif
Mt@lf‘}i penentuan lokasi dan waktu penelitian, penetapan simber data
{primer dan sekunder). teknik pengumpulan data (wawancars mendalam,
.observasi, studi dokumentasi), dan teknik analisis data yang digunakan

umtuk mengukur tingkat kematangan berdasarkan kerangka EGMM.

- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupukan inti dari hasil penclitian dan analisis: Bab ini menvajikan

Hasil analisis kondisi implementasi layanan SIPAKDE. Kemudian,
‘dilakukan  pembahnsan dan pm-g'u.kum fingkat kematangan domain

layanan SPBE Kapanewen Depok herdasarkan indikator EGMM. Hasil
pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi akar

masalah manajemen dan tata kelola sistem.

BAB V PENUTUP

Bab imi merupakan bab penutup yang merangkum keseluruhan proses dan
temuan penelitian. Isi bab im terdiri dari kesimpufan vang menjawab secara
tegas seluruh rumusan masaloh. Bab ini juga memuat sarzn dan
rekomendasi strategis yang terarah kepada Kapanewon Depok dan
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